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2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro ,]ambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 

1. Pasal 18 ayat (6) t.ndang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Ta11tm 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertimcangan sebagaimana dimak.sud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Mu.aro Jambi Nomor Nomor 03 Tahun 2012 
tentang Pajak Hiburan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro .Jambi 
Nomor 0() Tahun 2012 ten tang Pajak Hiburan belum 
menga.tur pernberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasa.n pajak karena itu perlu diubah dan 
disesuaika.n; 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) huruf a 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah dapat 
mengatur pemberian pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan Pajak yang ditetapkan melalui peraturan 
daerah; 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
keringanan dan pembebasan pajak scbagaimana dirnaksud 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

- dapat ~ (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak 
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. 

Pasal 20A 

BAB VA 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBA.SAN PAJAK 

Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 [satu) bab yakni BAB VA sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 03 
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI MUARO JAMBI 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERl,H KABUPATEN MUARO JAMBI 

Dengan Persetujuan Bersama 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perunc'ang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ~W 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 523·1-); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembara.n Negara 
Republik Indor ... esia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambanan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah.an Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 No.nor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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HANUDDIN MAHIR 
- 

BUPATI MUARO JAMBI, 

Ditetapkan di Sengeti 
pada tanggal ?.-!.. -· Y- 2013 

Agar setis.p orang mengetahuinya, mernerintahkan pengun.dangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Muaro 
Jam bi. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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